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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor 

andalan yang memiliki kontribusi besar dalam menyumbang pendapatan negara. Bertempat 

tinggal di negara agraris, membuat sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata 

pencaharian dari bercocok tanam atau bertani (Anggriawan & Indrawati, 2013). Sektor 

pertanian juga menjadi sektor yang berperan strategis dalam mempengaruhi perekonomian 

nasional. Salah satu peran sektor ini adalah pengaruh laju ekspor komoditi perkebunan dalam 

mendorong pendapatan nasional, dan juga perannya dalam menyerap tenaga kerja bagi 

penduduk sekitar yang berdomisili di dekat perkebunan atau pun industri yang bergerak pada 

bidang olahan perkebunan. 

Bukti dari sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional 

ialah nilai konstribusi yang diberikan sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

sebesar 13,45% dan merupakan perolehan tertinggi nomor dua setelah sektor industri (K. 

Pertanian, 2018). Sektor pertanian memiliki beberapa sektor yang berada di bawah sektor 

pertanian, yakni: subsektor pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, 

kehutanan serta jasa pertanian.   

Urutan pertama dari subsektor pertanian yang menyumbang PDB nasional adalah 

subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan di Indonesia merupakan salah satu pemberi 

konstribusi besar terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian. Pada tahun 

2019, konstribusi terbesar dari PDB pertanian diberikan oleh subsektor tanaman perkebunan 

yakni teh, tebu, kakao, kopi, karet, dan lainnya sebesar 38,54%, dan diikuti tanaman pangan 

(padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian) sebesar 29,66%. Untuk data 
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tanaman perkebunan, menurut data dari Kementrian Pertanian tahun 2019 pertumbuhan 

produktivitas tertinggi dicapai oleh produksi karet alam yakni sebesar 12,07% (Jati, 2019). 

Produksi karet alam Indonesia mencapai 27,41% dari jumlah produksi karet alam dunia, 

sedangkan pangsa pasar ekspor karet alam Indonesia mencapai 29% di pasar dunia. Hal 

tersebut menyebabkan kontribusi ekspor karet alam Indonesia berpengaruh terhadap 

penawaran dan pembentukan harga karet alam di pasar dunia (I. E. Pertanian et al., 2020). 

Sekitar 70% produksi karet global di dominasi oleh tiga negara yaitu Thailand, Malaysia, dan 

Indonesia. Benua Asia memang mendominasi 89% dari total produksi karet dunia atau dengan 

total ouput sebesar 12,8 juta ton. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara 

produsen karet tertinggi setelah Thailand (Theagrinews, 2018). 

Menurut data dari Direktorat Jendral Perkebunan tahun 2019, ekspor karet Indonesia 

mencapai 2,81 juta ton dengan nilai sebesar 3,95 Milliar Dollar. Sebagian besar hasil produksi 

karet di Indonesia diekspor ke negara China, India, dan Vietnam. Harga karet yang dijual pada 

pasar dunia juga bergantung dengan kondisi penawaran dan permintaan karet di pasar 

internasional. Penelitian mengenai pengembangan karet berkelanjutan menjelaskan bahwa 

permintaan pasar akan komoditi karet ini juga semakin menjanjikan, banyaknya industri karet 

yang bergerak dibidang produksi ban radial yang mengharuskan mereka memakai getah karet 

alami menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia selaku produsen besar getah karet dunia 

(Damanik, 2012). Tahun 2020 saat dunia mulai terdampak pandemi Covid-19, industri karet 

juga memiliki pasar potensial yang baru berasal dari industri sarung tangan karet untuk 

kebutuhan medis. Bahkan nilai permintaan pasar sarung tangan karet ini bertambah 10% dari 

tahun sebelumnya (Febrianto, 2020). 

Karet alam memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karet alam 

merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting peranannya dalam 
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perekonomian Indonesia. Selain sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 

serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar 

perkebunan karet, komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber 

devisa negara, mengingat 84% produksi karet alam Indonesia diekspor dalam bentuk karet 

mentah sementara konsumsi karet domestik baru mencapai 16%. Karet bersama-sama dengan 

kelapa sawit merupakan dua komoditas utama penghasil devisa terbesar dari subsektor 

perkebunan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir karet menyumbang devisa 25% hingga 

40%  terhadap total ekspor produk perkebunan. 

Tingginya produksi karet alam merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia 

merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di Asia Tenggara (Brahm, 2019). 

Indonesia sebagai negara penghasil karet alam, memiliki sepuluh provinsi dengan jumlah 

penghasil karet alam terbesar. Adapun urutan sepuluh besar provinsi penghasil karet alam 

terbanyak tahun 2019 pada tabel 1: 

Tabel 1. Sepuluh Provinsi Penghasil Getah Karet Terbesar di Indonesia 

No. 
Provinsi 

Jumlah Produksi Getah 

Karet (/ton) 

1. Sumatera Selatan 1.082.617 

2. Sumatera Utara 453.157 

3. Riau 361.403 

4. Jambi 307.827 

5. Kalimantan Barat 273.781 

6. Kalimantan Selatan 190.941 

7. Lampung 156.739 

8. Kalimantan Tengah 282.139 

9. Sumatera Barat 148.383 
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10. Bengkulu 117.696 

                    Sumber : (K. Pertanian, 2018) 

Berdasarkan tabel 1, Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan pertama sebagai 

Provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia dengan total produksi sebesar 1.082.617 Ton. 

Urutan kedua Sumatera Utara dengan 453.157 ton, urutan ke tiga yakni Riau dengan perolehan 

sebesar 361.403 ton, urutan ke empat yaitu Jambi dengan produksi sebanyak 307.827 ton, 

urutan ke lima yaitu Lampung dengan total 156.739 ton, serta urutan ke enam yakni Sumatera 

Barat dengan total produksi 148.383 ton, dan yang terakhir yakni urutan ke tujuh diduduki oleh 

Bengkulu dengan perolehan produksi karet alam sebanyak 117.696 ton. Bila dilihat lebih 

lanjut, Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dengan selisih produksi yang sangat 

jauh ketimbang Sumatera Utara yaitu selisih sebesar 629.460 ton. Jumlah tersebut 

menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki total produksi yang mendominasi perolehan 

karet nasional. Banyaknya karet alam menjadikan komoditas ini sebagai salah satu komoditas 

ekspor unggulan yang memberikan konstribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) 

Sumatera Selatan. 

Sumatera Selatan juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi kawasan 

pertanian nasional yang menjadi sentra pengembangan karet nasional. Menurut Keputusan 

Menteri Pertanian nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Pertanian Nasional, ditetapkan 

wilayah sentra karet di Sumatera Selatan yaitu meliputi Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi 

Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, PALI, dan Banyuasin.  

Sumatera Selatan pada tahun 2018 memiliki lahan sebesar 1.307.011 hektar. Jumlah 

tersebut mendominasi sekitar 27 persen dari total luas wilayah kebun karet nasional. 

Perkebunan karet di Sumatera Selatan terus menerus mengalami perkembangan dari tahun ke 
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tahun. di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan 

mengenai perkebunan karet tertera pada tabel 2: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020. 

         Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa luas perkebunan karet di Sumatera Selatan 

mengalami naik dan turun. Bila dilihat pada tahun 2018 yang dibandingkan tahun 2017 terjadi 

penurunan jumlah luas sebanyak 12.727 hektar kebun karet yang menyusut. Berkurangnya 

luasan lahan perkebunan karet ini disinyalir beberapa faktor yaitu maraknya alih fungsi lahan 

dan juga penggantian komoditas (Hendrawan & Tri, 2019). Pada tahun 2019, luas lahan 

kembali naik sebanyak 4.431 hektar. Namun, kenaikan tersebut belum sebanding dengan 

penyusutan yang terjadi pada tahun 2018. 

Potensi perkebunan karet tidak hanya dilihat dari besaran luas yang dimiliki. Tetapi 

juga melihat jumlah produksi yang dihasilkan dari masing-masing wilayah perkebunan karet 

tersebut. Produksi getah karet yang dijadikan bahan olah karet inilah yang akan menghasilkan 

pendapatan bagi petani karet dan juga berkonstribusi menyumbang Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Sumatera Selatan. Produksi karet juga diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang 

berkecimpung dalam produksi getah karet.  

Tabel 2. Perkembangan Luas Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan 

No. Tahun 
Luas Kebun Karet  

(/hektar) 

1. 2016 1.251.709 

2. 2017 1.319.736 

3. 2018 1.307.011 

4. 2019 1.311.442 
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Selain luas perkebunan yang berkembang, jumlah produksi juga mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun, serta jumlah petani atau pekerja yang terlibat dalam 

kegiatan produksi. Adapun data yang dilampirkan mengenai perkembangan jumlah produksi 

karet yang dimiliki Sumatera Selatan seperti pada tabel 3: 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020. 

Pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah produksi karet di Sumatera Selatan sejak tahun 2016 

terus mengalami peningkatan yang terbilang stabil sampai pada tahun 2019. Peningkatan 

tersebut juga seiring dengan bertambahnya jumlah petani karet yang berkecimpung ke dalam 

komoditas karet ini. Namun, jumlah produksi yang terus meningkat dan jumlah para tenaga 

kerja yang terus bertambah tidak diiringi juga dengan kenaikan harga bahan olah karet (bokar) 

yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini.  

Sumatera Selatan sebagai wilayah sentra pengembangan karet, kerap mengalami 

ketidakstabilan soal harga jual bahan olah karet. Harga jual karet sangat mempengaruhi 

pendapatan para petani yang menggantungkan mata pencarian kepada komoditas ini. Adapun 

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Produksi Karet dan Jumlah Petani Karet 

di Provinsi Sumatera Selatan 

No. Tahun 

Total Produksi  

Karet  

(/ton) 

Jumlah Petani 

karet 

(/Tenaga 

Kerja) 

1. 2016 962.368 463.568 

2. 2017 1.053.272 576.166 

3. 2018 1.082.617 586.139 

4. 2019 1.164.042 590.502 
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rekapitulasi harga jual rata-rata bahan olah karet di Sumatera Selatan yang terlihat pada tabel 

4: 

 

 

 

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020. 

Pada tabel 4 terlihat bahwa harga rata-rata bahan olah karet yang dimiliki Sumatera 

Selatan mengalami turun naik. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, harga karet yang dijual 

mengalami penurunan sejak tahun 2018. Tiga tahun terakhir terhitung sejak 2018, 2019, dan 

pada bulan Agustus 2020 harga rata-rata karet belum mencapai harga rata-rata yang lebih tinggi 

ketimbang tahun 2017.  

Berdasarkan pernyataan dari Ketua GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet 

Indonesia) Sumatera Selatan Bapak Alex yang dilansir dari bisnis.com, salah satu hal yang 

berpengaruh dalam harga jual bahan olah karet adalah pengolahan dalam mengolah getah karet. 

Para petani karet yang masih minim kesadaran terhadap kebersihan karet yang bebas dari 

kontaminasi. Serta masih menggunakan bahan pembeku yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Standard Indonesian Rubber. Hanya sekitar 30% petani Sumatera Selatan yang sadar mengenai 

karet bersih. Selain itu, untuk menghasilkan karet bersih diperlukan biaya tambahan yang 

No. Tahun 

Harga Rata-Rata  

Bahan Olah Karet 

Provinsi Sumatera Selatan 

1. 2016 Rp. 7.296 

2. 2017 Rp. 9.149 

3. 2018 Rp. 8.100 

4.  2019 Rp. 7.709 

5. 2020 Rp. 7. 317 

Tabel 4. Daftar Rekapitulasi Harga Rata-Rata Bahan Olah Karet 
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tentunya menambah beban para pengusaha yang menerima karet kadar rendah sehingga harga 

yang masuk ke kantong petani menjadi semakin menurun. 

Selain faktor kualitas dari pengolahan kadar karet kering (KKK) yang dimiliki oleh 

petani karet di Sumatera Selatan yang beredar di pasaran masih rendah, faktor lain yang 

mempengaruhi rendahnya harga karet di Sumatera Selatan adalah tata niaga dalam penjualan 

bahan olah karet (Bokar) yang belum ideal bagi para petani. Petani karet alam menjual ke 

pengepul atau tengkulak dengan kisaran harga yang selisih hampir setengah harga rata-rata saat 

mengikuti lelang tingkat petani. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi mengenai jual 

beli antara petani dengan pengepul yang bermain di pasaran. Rendahnya mutu karet dan juga 

masih banyaknya petani yang belum mengikuti anjuran standar dari pemerintah membuat para 

petani karet tidak mempunyai daya yang kuat untuk menentukan harga terbaik mereka. 

Sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para makelar-makelar pengepul bokar untuk 

memainkan harga jual bokar yang berbeda dari harga di pasaran (Triagro, 2016). 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatur pemasaran dan pengolahan 

bahan olah karet memiliki peraturan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Standard Indonesian Rubber 

Yang Diperdagangkan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi para pelaku yang bergerak di 

bidang perkebunan karet.  

Salah satu wujud dari implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 

2019 ini adalah didorongnya pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet 

(UPPB). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera 

Selatan kemudian melakukan upaya mewujudkan salah satu isi dari kebijakan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019, yang terdapat pada pasal 5 Ayat 1 yang 
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menyatakan bahwa dalam rangka perbaikan mutu bahan olah karet Standard Indonesian 

Rubber, dibentuk suatu kelembagaan kelompok pekebun berupa UPPB yang beranggotakan 

paling sedikit 25 (dua puluh lima) pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) diyakini menjadi wadah 

yang tepat bagi petani-petani karet yang berkelompok untuk mendongkrak harga jual atau 

meningkatkan daya tawar bahan olah karet yang mereka jual, juga sebagai media komunikasi 

petani dalam menerapkan program-program pengembagan perkebunan karet. Lewat UPPB 

Dinas Perkebunan bisa lebih mudah memantau kualitas kadar karet yang dijual petani. UPPB 

juga menjadi sebuah lembaga yang mewadahi kebutuhan produksi petani. Pembentukan UPPB 

di kalangan kelompok tani terus menerus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dilansir dari antaranews.com mengatakan bahwa 

dirinya akan membuat surat edaran yang mewajibkan seluruh jalanan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dibangun menggunakan aspal yang berasal dari lateks karet. Produksi lateks 

karet ini akan difasilitasi oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang ada di 

setiap Kabupaten/Kota wilayah sentra karet (Rosana, 2020). 

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) sejatinya sudah 

dicanangkan sejak tahun 2016 dan resmi telah diregistrasi oleh Dinas Perkebunan Sumatera 

Selatan sejak 2017. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) terus 

mengalami perkembangan, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 4 

Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet 

Yang Diperdagangkan di Sumatera Selatan. Adapun Jumlah UPPB juga mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut rekapitulasi perkembangan pembentukan UPPB di 

Sumatera Selatan seperti pada tabel 5: 
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Tabel 5. Jumlah Perkembangan UPPB Per Tahun 

               

 

 

 

 

 

               Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2020 

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah UPPB di Sumatera Selatan 

terjadi pada tahun 2020. Tahun 2018 kenaikan terjadi hanya berjumlah 27 UPPB yang 

terbentuk. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah UPPB bertambah sebanyak 39 dan pada Agustus 

tahun 2020 bertambah dengan jumlah tertinggi dibanding 2 tahun belakangan yaitu sebanyak 

52 UPPB yang baru. UPPB sejatinya sudah terbentuk sejak tahun 2017. Namun, 

pembentukannya belum terlalu massif di Provinsi Sumatera Selatan. Hingga akhirnya 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan yang mendorong terbentuknya 

UPPB. Hasilnya pada tahun 2020 jumlah UPPB bertambah cukup banyak ketimbang tahun-

tahun sebelumnya, ini salah satu faktor pendorongnya adalah dengan dikeluarkannya peraturan 

gubernur Sumatera Selatan yang menjadi peraturan turunan bersifat teknis sebagai bentuk 

tindak lanjut dan komitmen dari Pemerintah Provinsi terhadap perkebunan karet. 

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Standard 

Tahun 

Jumlah Unit Pengolahan 

dan Pemasaran Bokar 

(UPPB) di Sumatera 

Selatan 

2017 151 

2018 178 

2019 217 

Agustus 2020 269 
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Indonesian Rubber telah diberlakukan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Namun, pada 

implementasinya beberapa wilayah ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala yang 

ditemukan ada pada wilayah Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, dan juga Ogan Ilir  yang 

laju pertumbuhan pembentukan UPPB masih minim. Menurut Kepala Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Bapak Rudi Arpian yang dilansir dari berita bisnis.com 

menyatakan bahwa pertumbuhan UPPB masih minim dikarenakan warga setempat masih 

terikat dengan tengkulak sehingga mereka cenderung enggan membentuk UPPB. Faktor lain 

juga dikarenakan para petani minim mendapatkan informasi terkait UPPB dan manfaatnya.  

Selain mendorong pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet 

(UPPB) secara massif di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebagai salah satu wujud dari 

implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019, dibuat juga inovasi pada aspek 

pemasaran yakni tata niaga bahan olah karet juga memiliki sistem lelang yang baru. Sistem 

lelang ini dinamakan Sistem Lelang Satu Desa, Satu Mutu, Satu Harga, dan Satu Hari lelang 

atau secara singkat disebut dengan Sistem Lelang 4S. Sistem lelang ini, dijelaskan oleh Bapak 

Rudi Arpian selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan 

Sumsel yang dilansir dari berita bisnis.com mengatakan bahwa inovasi lelang karet 4S mampu 

meningkatkan nilai jual harga karet lebih tinggi dengan selisih Rp3.000-Rp4.000 per kg dari 

harga jual sebelumnya (Wulandari, 2018). Wilayah lain yang belum menerapkan pemasaran 

yang baru ini. Kendala yang ditemukan ialah untuk menerapkan sistem lelang satu hari dengan 

harga yang sama sulit dilakukan sebab kualitas karet yang dimiliki Gapoktan berbeda-beda 

kadarnya.  

Kualitas kadar karet kering yang dihasilkan oleh tiap-tiap kelompok tani yang berbeda 

kualitasnya, terutama pada kelompok tani yang belum bergabung dengan UPPB binaan 

pemerintah. Kualitas kadar karet yang berbeda disebabkan komitmen petani karet yang masih 

minim dalam menjaga kualitas kadar karet kering sesuai dengan Standard Indonesian Rubber 
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(SIR). Hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada dalam Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pasal 4 ayat 3 tertulis bahwa pengolahan 

bokar diharuskan untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan standar nasional 

Indonesia yaitu dari bahan olah karet Standard Indonesian Rubber (SIR). 

Wilayah sentra karet di Provinsi Sumatera Selatan masing-masing memiliki Unit 

Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang berada dibawah binaan Provinsi Sumatera 

Selatan. UPPB yang telah tersebar, memiliki aktivitas berupa perdagangan bahan olah karet 

melalui sistem lelang. Volume bahan olah karet yang diperdagangkan juga memiliki perbedaan 

jumlah dan juga jadwal lelang. Adapun rekapitulasi mengenai volume dan jadwal lelang bokar 

di setiap wilayah sentra karet terlampir pada tabel 6: 

Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2020. 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki jumlah volume yang 

berbeda-beda. Begitu juga dengan jadwal lelang yang dilakukan oleh setiap Unit Pengolahan 

dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini, peneliti 

memilih Kabupaten Banyuasin sebagai sampel wilayah yang akan diteliti. Alasan peneliti 

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Bokar Yang Dilelang dan Jadwal Lelang Bokar UPPB 

Wilayah Sentra Karet Provinsi Sumatera Selatan 

No. Kabupaten/Kota 

Total Rata-Rata 

Volume Bokar Yang 

Dilelang (/ton) 

Jadwal Lelang 

1. Banyuasin 1.823 Ton Mingguan 

2. Musi Banyuasin 1.440 Ton Mingguan 

3. Musi Rawas 194 Ton Dua Mingguan 

5. Muara Enim 1.220 Ton Dua Mingguan 

6. Ogan Komering Ilir 238 Ton Mingguan 

7. PALI 710 Ton Mingguan 
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memilih Kabupaten Banyuasin karena mempertimbangkan bahwa Kabupaten Banyuasin 

memiliki jumlah volume bahan olah karet yang terbesar dibandingkan wilayah sentra karet 

yang lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 

Berdasarkan temuan-temuan pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 

2019 Tentang Petunjuk Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet Standard Indonesian 

Rubber Yang Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera Selatan.  

B.  Rumusan Masalah 

Bagaimana proses dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi 

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengolahan Dan Pemasaran 

Bahan Olah Karet Standard Indonesian Rubber Yang Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera 

Selatan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Menganalisis jalannya proses Implementasi serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 

Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet Standard Indonesian Rubber Yang 

Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera Selatan. 

D.   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil 

penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat 

praktis, antara lain sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami 

implementasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan pengelolaan dan pemasaran 

dalam tata niaga bahan olah karet. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait berupa terciptanya 

kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan mengenai pengolahan dan pemasaran 

bahan olah karet di Provinsi Sumatera Selatan. 
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